
Dewas Setuju Pandangan Jokowi Soal
TWK Tak Bisa Jadi Dasar Pemberhen-
tian Pegawai KPK
Realitarakyat.com – Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas
KPK) Syamsuddin Haris menyetujui pandangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal
hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak bisa dijadikan dasar
pemberhentian pegawai KPK.

“Pada dasarnya saya setuju pandangan Presiden Jokowi. Sama seperti yang
disampaikan sebelumnya, hasil tes wawasan kebangsaan yang bermasalah tidak bisa
dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK,” ujar Haris dalam keterangannya,
Senin (17/5/2021).

Menurut dia, proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN)
seharusnya tidak merugikan pegawai KPK sebagaimana pertimbangan Mahkamah
Konstitusi (MK) saat memutus uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

“Alih status pegawai KPK menjadi ASN semestinya tidak merugikan pegawai KPK. Hal
ini juga ditegaskan dalam pertimbangan MK saat memutus judicial review terhadap
UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK,” kata Haris.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa hasil TWK tidak dapat menjadi dasar
pemberhentian 75 orang pegawai KPK.

“Hasil Tes Wawasan Kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan
untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun
institusi KPK dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75
pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” kata Presiden Jokowi melalui
“channel” Youtube Sekretariat Presiden pada Senin.

Pengumuman hasil TWK pada 5 Mei 2021 menyatakan dari 1.351 pegawai KPK yang
mengikuti TWK, hanya ada 1.274 orang pegawai yang memenuhi syarat, sedangkan 75
orang pegawai tidak memenuhi syarat (TMS).

“Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK harus memiliki SDM-SDM terbaik dan
berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi,” ujar Presiden Jokowi.

Karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN),
menurut Presiden Jokowi harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan
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korupsi yang lebih sistematis.

“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk
memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu
dilakukan segera langkah-langkah perbaikan di level individual maupun
organisasi,” ujar Presiden Jokowi pula.[prs]


